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LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), KETETAPAN
MINIMAL SERTA JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

TAHUN 2016 S.D. TAHUN 2018
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON,

a. bahwa sehubungan harga umum pasar permukaan bumi berupa
tanah pada wilayah tertentu telah mengalami peningkatan, hal ini
didasarkan pada hasil pendataan dan penilaian objek pajak secara
masal (SISMIOP), teijadi penyesuaian NJOP PBB-P2 objek pajak
bumi dan bangunan pada wilayah tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 67 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011, maka
perlu dilakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 pada wilayah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Daerah Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); -
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloalaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B.l ) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Nomor 12, Seri D.7);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 124 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomor 124, Seri B. l ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

«/



Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 Seri B.2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2), KETETAPAN MINIMAL SERTA JATUH TEMPO
PEMBAYARAN PBB TAHUN 2016 S.D TAHUN 2018
DI KABUPATEN CIREBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11
Tahun 2016 tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) , Ketetapan minimal serta
jatuh tempo pembayaran PBB Tahun 2016 s.d.Tahun 2018 di Kabupaten
Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) dan 5 (lima) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang menangani Pajak
Daerah;

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
yang menangani Pajak Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) yang mengatur tentang Klasifikasi dan
Besamya NJOP permukaan bumi berupa tanah Tahun 2016, sebagian
isinya diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 13 Februari 2017

BUPATI CIREBON




